
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA EARAT

NOMOR L5b.AlKWSl xtr 12424

TENTANG

PEI{ETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAH

KARAKTERISTIK WILAYAH KER'A DAN KE MAM PUAN PENYELEHGGARAAI{
PELAYANAN KESEHATA$ DIWILAYAH I(ABUPATEN HALMAH ERA BARAT

TAHUN ZA25

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu
penetapan fasilitas pusat kesehatan masyarakat dalam pemenuhan
pelayanan kesehatan yang sesuai pada kebutuhan dan kondisi

masyarakat berdasarkan Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan
pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat
Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan
Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Wilayah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2425;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kapulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Preovinsi dan
Pemerintah Daerah Kahupaten lKota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tunjangan Pegawai
Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PERIXII/2007
tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat
Terpencil;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria
Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5OSIMENKES/SVIVi2007 tentang
Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis
dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Beftugas Pada Sarana Pelayanan
Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan difasilitas Pelayanan Kesehatan
Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

2l.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES122312022
tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun }AZL
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor:
4AlL73Al2024 tanggal 29 November 2024 perihal: Permohonan Revisi
SK Bupati tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah
Kerja Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik
Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan:
a. Kriteria Perkotaan, Perkotaan,Terpencil dan Sangat Terpencil;
b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
c. Data Pendukung Faslitas Pelayanan Kesehatan.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7+ $zVrn 2424

BUPATI

Tenbusan: Disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Dalam Negeri diJelGrta,
2. Menteri Kesehatan RI dilakarb,
3. Gubernur Maluku Utam diSofifi,
4. Ketua DPRD l(ab. Halmahera Barat diJailolo;
5. Badan hmeriksa keuangan Perwakilan Maluku l.Jtara diTemate,
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Kepala Kantor Wilayah DireKoralJenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara diTernate,
7. Kepala Kantor Pelayanan Perhndaharaan (KPPN) Prov. Maluku Utara diTernate;
B. Kepala BPIS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate;
9. Inspektur InspeKorat Daerah lQb. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BKAD l(ab. Halmahen Barat di Jailolo,
11. Kepla Puskmmas Se-lGbupten Halmahera Bamt masing-masing diTempat.

BARAT,

Ass.Bid. Administrasi Umum

JAMES UAITG
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